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PUTUSAN
Nomor 177/Pdt.G/2020/PA. Mmj
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara cerai talak antara:

PENGGUGAT, pekerjaan XxXXXX XXXXXX XXXXXX, umur 40, agama Islam,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di KAB. MAMUJU
TENGAH, PROV. SULAWESI BARAT, selanjutnya
disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, pekerjaan xxxxxx, umur 41, agama Islam, pendidikan SLTA,
tempat kediaman di KAB. MAMUJU TENGAH, PROV.
SULAWESI BARAT, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03

Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada hari

itu juga dengan register perkara Nomor 177/Pdt.G/2020/PA. Mmj,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang

telah menikah secara Islam pada hari Jum'at 28 Mei 1999 atau bertepatan

dengan 12 Sapar 1420 H di Kec. Budong-Budong, Kab. Mamuju Prov.
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Sulawesi Selatan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 10/10/VII/99
tertanggal 10 Juli 1999;

2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus sebagai perawan dan
Tergugat berstatus sebagai perjaka;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri
(ba'da dukhul) dan telah dikarunai 2 orang orang anak masing-masing
bernama :

1) Afifatul Jannah binti Eko Hadi Ismanto., berumur 19 tahun;
2) M Afrijal bin Eko Hadi Ismanto., berumur 16 tahun;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang
tua Penggugat XXXXX XXXX XXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXX XX XXXX
XXXXXXX, XXXX XXXXXXK, XXXX XKKKKK XXXXXX, XXXXX XXXXXXXX XXXXX selama 1
tahun lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah bersama yang tidak
jauh dari rumah Orang tua Penggugat selama kurang lebih 17 tahun, lalu
Penggugat kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat pada akhir tahun
2019 hingga saat ini;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada awal mengarungi bahtera
rumah tangga berjalan baik-baik saja tanpa ada perselisihan dan
pertengkaran hingga kemudian pada Tahun 2007 antara Penggugat dan
Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengakaran;

6. Bahwa adapun yang menjadi alasan atau pemicu pertengkaran dan
perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dilatar belakangi atas masalah
perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat yang didapati Penggugat dari
Penyadapan alat telekomunikasi Tergugat (SMS) yang berisi pesan mesra
dan perintah kepada Tergugat untuk menelfon wanita tersebut yang lalu
ditanggapi Penggugat dengan menelfon wanita tersebut dan yang ternyata
mengangkat telfon tersebut adalah suami dari wanita tersebut yang juga
menceritakan akan keresahanya akan hubungan antara Tergugat dengan
isterinya;

7. Bahwa setelah peristiwa seperti pada poin 6 diatas Penggugat

mempertanyakan kepada tergugat tentang hubungan Tergugat dengan
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wanita lain tersebut dan Tergugat mengakui dan meminta maaf serta
berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatan tersebut

8. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat terjadi pada bulan mei 2019 dengan masalah yang sama seperti
pada poin 6 diatas. perselingkuhan yang dilakukan Tergugat dengan wanita
lain yang diawali dari kecurigian Penggugat terhadap Tergugat yang saat
itu sangat sering mengguganakan alat komunikasinya. Lalu didapatilah chat
Tergugat di whatsapp dan messanger yang berisi pesan mesra dengan
wanita yang bernama wiwik, dugaan itu semakin kuat setelah Penggugat
kembali mendapati foto dan video mesra Tergugat dengan wanita tersebut
melalui file sampah di handphone Tergugat

9. Bahwa Pengugat Tidak lagi tinggal bersama serta tidak lagi mendapatkan
nafkah batin selama 6 bulan lamanya;

10. Bahwa Pada bulan Maret 2020 Penggugat memberitahukan akan ketidak
sanggupanya lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat kepada om
Pengggugat dikarenakan sudah sangat tidak mampu dengan perlakuan
Tergugat dan dilakukanlah mediasi yang dihadiri Pengugat dan Tergugat
serta om Tergugat yang kemudian Tergugat berjanji untuk tidak mengulangi
perbuatnnya tersebut namun lagi-lagi Tergugat tetap membangun
hubungan bersama dengan wanita tersebut dan bahkan meminta kepada
Penggugat untuk segera melakukan cerai agar Tergugat bisa melakukan
pernikahan dengan wanita tersebut;

11. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara
Penggugat dan Tergugat secara terus menerus yang tidak memungkinkan
lagi untuk hidup rukun dan damai kembali, maka terdapat alasan hukum
yang cukup bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini;

12. Bahwa oleh karena gugatan ini dikenakan biaya, mohon untuk ditetapkan
biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.
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Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mamuju cg. Hakim yang memeriksa
perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat
(TERGUGAT) putus disebabkan perceraian;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

(ex aquo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan
yang sabh;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap
bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak
berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Penggugat
yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonannya, Penggugat
mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor
110/10/VII/1999 pada tanggal 28 Mei 1999, atas nama Penggugat dengan
Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama
Kec. Budong-Budong, Kab. Mamuju Prov. Sulawesi Selatan, bermeterai cukup,
telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi
kode (P);
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Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugatjuga
telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagai berikut:
1. Muriono bin Tasmiran, di depan sidang saksi tersebut menerangkan
dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

— Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah
Tetangga sejak 1987;

— Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai
2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : 1). Afifatul Jannah binti
Eko Hadi Ismanto umur 19 tahun, 2). M. Afrijal bin Eko Hadi Ismanto
umur 16 tahun;

— Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah orang tua Penggugat;

— Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan
rukun dan harmonis, namun sejak sejak 9 (sembilan) tahun setelah
menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak
rukun dan tidak harmonis lagi serta sering terjadi perselihan dan
pertengkaran;

— Bahwa, penyebab ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat
adalah adalah Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama wiwik;

— Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat
tinggal sejak lebih kurang 6 (enam) Bulan, yang meninggalkan tempat
kediaman bersama adalah Tergugat;

— Bahwa, antara Penggugat dan Tergugatsudah diusahakan damai namun
tidak berhasil.

2. SAKSI 2, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah
sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

— Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah
paman Penggugat;

— Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai
2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : 1). Afifatul Jannah binti
Eko Hadi Ismanto umur 19 tahun, 2). M. Afrijal bin Eko Hadi Ismanto
umur 16 tahun;
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— Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Penggugat;

— Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan
rukun dan harmonis, namun sejak sekitar sejak 9 (sembilan) tahun
setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai
tidak rukun dan tidak harmonis lagi serta sering terjadi perselihan dan
pertengkaran;

— Bahwa, penyebab ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat
adalah adalah Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama wiwik;

— Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat
tinggal sejak lebih kurang 6 (enam) Bulan, yang meninggalkan tempat
kediaman bersama adalah Tergugat;

— Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan damai
namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang
pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat
tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai
wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
lagi pula ketidakdatangannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang
sah, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang
menghadap harus dinyatakan tidak hadir;
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Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan
(4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.
Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
majelis hakim telah berupaya menasihati pihak berperkara namun tidak
berhasil,

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak dalam perkara
ini tidak hadir, maka proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2)
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa
hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan
dalil-dalil gugatan sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka Tergugat
dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil
permohonan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan
meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Penggugat karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara
perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan
alasan-alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa
fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang
sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan

sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil,
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isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan

Tergugat pada tanggal 28 Mei 1999, relevan dengan dalil yang hendak

dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti (P) sebagai akta otentik mempunyai

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan
terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah
pada tanggal 28 Mei 1999, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang
saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan
dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,
keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan
relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak
ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis
dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang
disimpulkan sebagai berikut:

— Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : 1). Afifatul Jannah
binti Eko Hadi Ismanto umur 19 tahun, 2). M. Afrijal bin Eko Hadi Ismanto
umur 16 tahun;

— Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan
harmonis namun sejak sejak 9 (sembilan) tahun setelah menikah rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi
serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

— Bahwa penyebab tidak rukunnya Penggugat dengan Tergugat adalah adalah

Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama wiwik;
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— Bahwa antara Penggugat dengan Tergugattelah terjadi pisah tempat tinggal
selama lebih kurang 6 (enam) Bulan, yang meninggalkan tempat kediaman
bersama adalah Tergugat;

— Bahwa antara Penggugat dengan Tergugatsudah diusahakan damai namun
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim
berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugattelah terjadi keretakan
ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran yang
disebabkan oleh adalah Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama wiwik
yang berakibat terjadi pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) Bulan dan selama itu
antara Penggugat dengan Tergugat telah diusahakan damai namun tidak
berhasil, sehingga tidak mungkin dapat tercapai rumah tangga seperti yang
dimaksud dalam Alguran Surah Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga
yang penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Instruksi Presiden
Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk rumah
tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia, karena itu Hakim berpendapat,
perceraian lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinan seperti itu,
karena dinilai perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (broken
marriage);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk
memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat
kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di
atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi
mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan
batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat
menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan mudlarat, akan tetapi
membiarkan rumah tangga yang diliputi dengan suasana ketegangan,
kebencian dan tidak menentu secara berkepanjangan justeru menimbulkan
mudlarat yang lebih besar, karenanya harus dipilih salah satu yang mudlaratnya

lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi:
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Logial (o iy o ) e S0

Artinya: “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung mudlarat,
maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil mudlaratnya”,

Menimbang, bahwa dengan merujuk yurisprudensi pada Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret
1999 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup
berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak
berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah
merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian
sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Penggugat telah
beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden
Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan
firman Allah dalam Surat Al-Bagarah ayat 227 yang berbunyi:

Ol Tsase R O T faals zile YYY

Artinya : "Dan jika mereka telah berazam (berketetapan hati) untuk talak,
maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui’;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 3269 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan Penggugat untuk
menjatuhkan talak terhadap Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa
alasan yang sah, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan
patut, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini diputus

dengan verstek;
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Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan
Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang
hingga kini sejumlah Rp. 1.026.000,00 ( satu juta dua puluh enam ribu
rupiah).

Demikian putusan ini di jatuhkan pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020
Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulgaidah 1441 Hijriah oleh M.
Syaefuddin, S.H.l.,, M.Sy. sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa perkara,
putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum
oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Muh. Fauzan, S.Ag,. M.H sebagai
Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugattanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,
ttd
M. Syaefuddin, S.H.l., M.Sy.

Panitera Pengganti,
ttd
Muh. Fauzan, S.Ag,. M.H
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Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

2. Biaya ATK Perkara Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan Rp. 900.000,-

4. Biaya PNBP Relaas Panggilan Rp. 20.000,-

5. Biaya Redaksi Rp. 10.000,-

6. Biaya Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 1.016.000,-

(satu juta enam belas ribu rupiah).
Mamuju,
Salinan sesuai aslinya
PANITERA,

Drs. H. Sudarno, M.H.
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